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	ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Dedap, Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kabupaten Kepulauan Meranti, serta meninjaunya berdasarkan perspektif akuntansi syariah. Pengelolaan Dana Desa yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan berkeadilan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan masyarakat Desa Dedap. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip GCG di Desa Dedap secara umum telah berjalan dengan baik. Transparansi diwujudkan melalui penyampaian informasi APBDes dan realisasi Dana Desa kepada masyarakat. Akuntabilitas tercermin dari penyusunan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku. Prinsip responsibilitas dilaksanakan melalui kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sedangkan independensi diwujudkan melalui proses musyawarah desa yang bebas dari intervensi pihak luar. Prinsip kewajaran tercermin dalam pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat. Dalam perspektif akuntansi syariah, implementasi GCG telah mencerminkan nilai amanah, keadilan, kebenaran, dan tanggung jawab sehingga mendukung terwujudnya pengelolaan Dana Desa yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.
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1. PENDAHULUAN
Dana Desa merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pembangunan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah secara konsisten mengalokasikan Dana Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Besarnya dana yang dikelola pemerintah desa menuntut adanya sistem tata kelola yang baik agar penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Meningkatnya alokasi Dana Desa juga diikuti oleh berbagai permasalahan dalam implementasinya. Beberapa kasus penyalahgunaan Dana Desa menunjukkan bahwa lemahnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan masih menjadi tantangan dalam tata kelola pemerintahan desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa tidak hanya memerlukan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga membutuhkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (Good Corporate Governance/GCG) sebagai landasan dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan desa.
Prinsip Good Corporate Governance meliputi transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), responsibilitas (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness). Penerapan kelima prinsip tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa. Dalam konteks pemerintahan desa, implementasi GCG juga menjadi salah satu indikator terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Desa Dedap merupakan salah satu desa di Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kabupaten Kepulauan Meranti, yang setiap tahun menerima alokasi Dana Desa untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Meskipun berbagai program pembangunan telah terlaksana, masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan penyampaian informasi kepada masyarakat, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan, serta perlunya peningkatan kualitas pelaporan keuangan desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi prinsip GCG masih memerlukan evaluasi agar pengelolaan Dana Desa semakin optimal.
Selain aspek tata kelola, penelitian ini juga meninjau pengelolaan Dana Desa berdasarkan perspektif akuntansi syariah. Akuntansi syariah menekankan nilai amanah, keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sebagai prinsip utama dalam pengelolaan keuangan. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan prinsip GCG sehingga diharapkan mampu memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan desa. Integrasi antara prinsip GCG dan akuntansi syariah menjadi nilai tambah penelitian ini karena memberikan perspektif yang lebih komprehensif terhadap pengelolaan Dana Desa.
Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Dedap serta mengevaluasinya berdasarkan perspektif akuntansi syariah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.
2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) untuk memperoleh gambaran secara komprehensif mengenai penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Dedap, Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kabupaten Kepulauan Meranti. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menjelaskan fenomena yang terjadi secara mendalam berdasarkan kondisi nyata di lapangan serta memungkinkan peneliti memahami perilaku, persepsi, dan praktik pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Metode ini juga relevan untuk mengkaji implementasi nilai-nilai akuntansi syariah dalam tata kelola pemerintahan desa.
Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta beberapa masyarakat Desa Dedap yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui dokumen APBDes, laporan realisasi Dana Desa, peraturan perundang-undangan, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen resmi pemerintah desa.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Penerapan Prinsip Transparansi
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Dedap telah menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan Dana Desa melalui penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai APBDes, program pembangunan, serta realisasi penggunaan anggaran. Informasi tersebut disampaikan melalui musyawarah desa, pemasangan baliho APBDes, papan informasi kegiatan, dan komunikasi langsung antara pemerintah desa dengan masyarakat.
Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat menyatakan bahwa mereka memperoleh informasi mengenai pembangunan desa serta penggunaan Dana Desa, meskipun penyampaian informasi belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi telah dilaksanakan, namun efektivitas penyebaran informasi masih perlu ditingkatkan agar seluruh masyarakat memiliki akses informasi yang sama.
Prinsip transparansi merupakan salah satu unsur utama Good Corporate Governance karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui serta mengawasi penggunaan anggaran desa. Transparansi yang baik akan meningkatkan kepercayaan publik sekaligus meminimalkan potensi penyalahgunaan Dana Desa. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan transparansi di Desa Dedap telah sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan desa, meskipun masih diperlukan inovasi dalam pemanfaatan media informasi digital untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik.
3.2. Penerapan Prinsip Akuntabilitas
Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Dedap diwujudkan melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan secara berkala sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Pemerintah desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa kepada pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif sekaligus sebagai dasar evaluasi pelaksanaan program pembangunan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa, seluruh penggunaan Dana Desa didukung oleh bukti transaksi dan dicatat sesuai prosedur yang berlaku. Selain itu, setiap kegiatan pembangunan didokumentasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemerintah daerah.
Penerapan akuntabilitas tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah desa dalam menciptakan tata kelola keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam pengelolaan administrasi dan penyusunan laporan keuangan, masih diperlukan agar kualitas pelaporan semakin baik dan sesuai dengan perkembangan regulasi.
3.3. Penerapan Prinsip Responsibilitas
Prinsip responsibilitas diwujudkan melalui kepatuhan pemerintah desa terhadap berbagai peraturan yang mengatur pengelolaan Dana Desa. Setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan, dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga meminimalkan terjadinya penyimpangan dalam penggunaan anggaran.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Dedap selalu mengacu pada hasil musyawarah desa dalam menentukan prioritas pembangunan. Program-program yang dilaksanakan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan ketentuan pemerintah.
Implementasi prinsip responsibilitas tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya menjalankan kewajiban administratif, tetapi juga berupaya memastikan bahwa seluruh kegiatan pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.
3.4. Penerapan Prinsip Independensi
Penelitian menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan Dana Desa dilakukan melalui musyawarah desa yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya. Mekanisme tersebut memberikan ruang bagi berbagai pihak untuk menyampaikan aspirasi sehingga keputusan yang dihasilkan tidak didominasi oleh kepentingan individu maupun kelompok tertentu.
Meskipun demikian, tidak seluruh usulan masyarakat dapat direalisasikan karena pemerintah desa harus mempertimbangkan skala prioritas pembangunan serta ketentuan penggunaan Dana Desa yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Oleh karena itu, independensi dalam penelitian ini tidak diartikan sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan sebagai kemampuan pemerintah desa dalam mengambil keputusan secara objektif berdasarkan kebutuhan masyarakat dan ketentuan hukum yang berlaku.
3.5. Penerapan Prinsip Fairness (Kewajaran dan Keadilan)
Prinsip kewajaran tercermin dari upaya pemerintah Desa Dedap dalam mendistribusikan manfaat pembangunan kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun kelompok tertentu. Berbagai program pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan pelayanan publik, dilaksanakan berdasarkan hasil musyawarah dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat.
Sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa pembangunan desa telah memberikan manfaat yang cukup merata. Walaupun masih terdapat beberapa usulan yang belum dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran, pemerintah desa terus berupaya mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
Penerapan prinsip kewajaran tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah desa dalam mewujudkan pemerataan pembangunan sebagai salah satu tujuan utama pengelolaan Dana Desa.
3.6. Analisis dalam Perspektif Akuntansi Syariah
Dalam perspektif akuntansi syariah, penerapan prinsip Good Corporate Governance di Desa Dedap menunjukkan kesesuaian dengan nilai-nilai Islam, khususnya amanah, keadilan ('adl), kejujuran (ṣidq), tanggung jawab (mas'uliyyah), dan kemaslahatan (maṣlaḥah). Pengelolaan Dana Desa tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan kepada Allah SWT.
Prinsip transparansi yang diterapkan pemerintah desa mencerminkan nilai kejujuran dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan responsibilitas menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan syariat dan peraturan pemerintah. Independensi tercermin dalam proses pengambilan keputusan melalui musyawarah yang mengedepankan kepentingan masyarakat, sedangkan prinsip kewajaran menunjukkan implementasi nilai keadilan dalam pemerataan hasil pembangunan.
Temuan penelitian ini sejalan dengan kandungan QS. An-Nisa' ayat 58 yang memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak serta menetapkan hukum secara adil. Selain itu, QS. Al-Baqarah ayat 282 memberikan landasan penting mengenai kewajiban pencatatan transaksi sebagai bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian, penerapan prinsip Good Corporate Governance di Desa Dedap tidak hanya memenuhi aspek tata kelola pemerintahan modern, tetapi juga mengimplementasikan nilai-nilai dasar akuntansi syariah yang menekankan kejujuran, keadilan, transparansi, dan pertanggungjawaban dalam setiap aktivitas pengelolaan Dana Desa.
4. KESIMPULAN
Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Dedap, Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kabupaten Kepulauan Meranti secara umum telah dilaksanakan dengan baik. Prinsip transparansi diwujudkan melalui penyampaian informasi APBDes dan realisasi penggunaan Dana Desa kepada masyarakat melalui musyawarah desa, papan informasi, serta media komunikasi lainnya. Akuntabilitas tercermin dari penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan didukung oleh dokumentasi setiap kegiatan pembangunan.
Prinsip responsibilitas diwujudkan melalui kepatuhan pemerintah desa terhadap seluruh regulasi yang mengatur pengelolaan Dana Desa, mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Prinsip independensi terlihat pada proses pengambilan keputusan yang dilakukan melalui musyawarah desa dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat sehingga keputusan yang dihasilkan lebih objektif dan berorientasi pada kepentingan bersama. Sementara itu, prinsip fairness tercermin melalui pemerataan manfaat pembangunan serta pemberian kesempatan yang sama kepada masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.
Meskipun implementasi kelima prinsip tersebut telah berjalan dengan baik, penelitian ini juga menemukan beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat masih perlu dioptimalkan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan media digital agar akses terhadap informasi publik menjadi lebih luas. Selain itu, peningkatan kompetensi aparatur desa dalam pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan perlu terus dilakukan untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang semakin profesional, efektif, dan akuntabel.
Ditinjau dari perspektif akuntansi syariah, penerapan prinsip Good Corporate Governance di Desa Dedap telah mencerminkan nilai-nilai amanah, ṣidq (kejujuran), 'adl (keadilan), mas'uliyyah (tanggung jawab), dan maṣlaḥah (kemaslahatan). Pengelolaan Dana Desa dipandang tidak hanya sebagai kewajiban administratif kepada pemerintah, tetapi juga sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT dan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan tata kelola yang baik tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga pada implementasi nilai-nilai syariah yang mendukung terciptanya pemerintahan desa yang transparan, adil, dan berintegritas.
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